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KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang - a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam
pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, di Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, mengenai
pengelolaan, pelayanan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan
keberatan dan penyelesaian sengketa di Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, perlu dibentuk Tim
Keterbukaan Informasi (KIP).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut tentang Tim Keterbukaan Informasi (KIP)
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor
5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas
Pemilihahan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihahan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
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Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075 / K.BAWASL.U I
HM.00 71iif2020 Tentang Pelayanan Infonmast pada Bawaslu Provinsi

dan Kabupaten/Kota,
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kebupaten Banggal Laut, dengan susunan keanggotaan
sehagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini:

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
mempunyal tugas dan wewenang sebagimana berikut;

1. Pembina memiliki tugas dan wewenang yaitu :

a. Menefapkan dan mengevaluasf kebljakan pengelolazn dan pelayanan
Informast Publik di Bawaslu Kabupaten;
b. Memberkan persetujuan terhedap pengidasifikasian Informasi Publik
yang diletapkan oleh PPID;
¢. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi
Publik yang dikecualikan di Bawasiu Kabupaten;
d. Menindaklanjui rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan
Informasi sebagaimana fercantum dalam Laporan Layanan.
2, Tim Perimbangan berugas memberikan petimbangan kepada PPID
mengenai :
a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
b. Pelaksanaan Pangufian Konsekuensi;
c. Pemberian fanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
d. Penyusunan Daflar Informasi Publilc
e, Penyusunan Laporan Layanan; dan
{. Penanganan Sengkefa [nformasi Pubfik
3. Atasan PPID memiliki fugas dan wewenanag yaitu ;
a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementas]
Keterbukaan Informasi Publik;
b. Melslakan pengembangan kompstensi petugas layanan informasi
guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik:
c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang disjukan oleh Pemohon
Informasi; dan
d. Menghadii penyelesalan Sengkela Informasi Publk di Komlsi
Informasi.
4. PPID memiliki tugas dan wewenang yaitu :

a. Menyusun prosedur opersional standar yang  berkaitan
dengan kelerbukaan Informasi Publik;

b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh
Informasi Publik; )

c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan
Informasi Publik yang berada di bawah kewenanganya
kecuall Informasi yang dikecualikan sesual dengan Peraturan Badan
ini;

d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sasuai
dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan
kepada Kamiisi Informasi;

©. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemila danfatay
Pemilihan;

f. Melakukan pengujian Konsukuensi atas Informasi yang berpotens
dikecualikan;

g. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;

h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan
Informasi Publik;

. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan
Informasi Pubiik;



J.  Mengelola sarana dan prasana pelayanan dan Informasi Publik; dan
k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada
Komisi Informasi

5. Petugas Pelayanan Informasi memiliki tugas dan wewenang yaitu

a. melayani permohonan informasi yang meliputi:
1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;

2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan
Informasi;

3. Menyampaikan permohonan informasi kepada pejabat bidang
dokumentasi;

4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas
persetujuan PPID

5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas
persetujauan PPID; dan

6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada
atasan PPID.

b. membuat laporan aktivitas pelayan Informasi setiap 1 (satu) bulan
kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon subjek/materi Informasi yang
dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;

c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan nya dan pada tanggal
31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian han terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal . 17 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

SUPARTO BUNGALO

Tembusan Kepada Yth :
1. Bawaslu Republik Indonesai di Jakarta;
2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3 Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Laut

Koordinator Sekretarjat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut
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BAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (I11/d)

NIP. 19831210 201101 1 008




Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai
- 002/HK.01.01/K.ST-03/05/2022

Nomor

Tanggal : 17 Mei 2022

i Laut

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

TAHUN 2022
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Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Laut
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